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berbagai media massa bahwa penyebab kematian bekas pacar Ria Irawan
tcfrsebut ad'alah sejenis obat terlarang yang disebut ckstasi (ecstacy), yang
dikonsumsi oleh yang bersangkutan seeara over dosis. Sesuai hasil visum
ters:ebut, dalam (?arah almarhum temyata ditemukan kadar ekstasi dalam
dosis yang berlebihan atau dosis yang tidak wajar. Aparat penyidik berusaha
untl.lk mengungkap penyebab, mengapa terdapat kadar ekstasi begitu tinggi
sehingga merengut nyawa almarhum. Apakah dia sendiri yang
melakukannya ataukah ada orang lain yang berbuat demikian dengan motif
atau tujuan tertentu?

Para artis dan kelompok selebriti pada umumnya mengkonsumsi
ekstasi dalam jumlah yang sangat terbatas, guna menjaga penampilannya.
Meskipun demikian, tidak sedikit di antaranya yang di samping menjadi
pemakai obat semacam itu, juga turut mengedarkannya kepada anggota
masyarakat yang membutuhkannya. Tidak sedikit juga dari kalangan mereka
yang terlibat dalam mata rantai dan sindikat peredaran obat terlarang,
khususnya ekstasi, karena keuntungan yang bisa diraihnya sangat
menggiurkan. Hal ini sudah menjadi rahasia umum.

Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka maupun barang
bukti berupa obat ekstasi dalam jumlah besar, pihak Kepolisian Daerah
Metro Jaya Jakarta berhasil mengungkapkan bahwa kematian Aldi adalah
akibat minum ekstasi dalam dosis tinggi atau terjadi secara tidak wajar, dan
kematiannya tidak terlepas dari masalah peredaran ekstasi di Indonesia.

Kematian almarhum justru terkait dengan suatu komplotan atau
sindikat yang menurut informasi komplotan tersebut memang berniat untuk
melenyapkan almarhum, sebab almarhum banyak mengetahui masalah
bisnis illegal tersebut. Almarhum dikhawatirkan, bahkan telah dieurigai kuat
telah melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai bisnis tersebut
dan siapa yang sesungguhnya berada di belakang jaringan pemasaran ekstasi
di Indonesia.

Dari hasil penyidikan lebih lanjut terhadap kasus Aldi, pihak aparat
keamanan berhasil membongkar dan menemukan adanya jaringan peredaran
ekstasi di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan dua orang pejabat
diplomatik dari Perwakilan Diplomatik Asing di Jakarta (Kompas, 1994: 1).
Dua diplomat asing tersebut, yakni dari Amerika Serikat, mempunyai
keterkaitan dengan kematian Aldi dan peredaran obat-obatan terlarang
khususanya ekstasi di Indonesia.
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melibatkan diri dalam sindikat obat terlarang, seperti ekstasi, bahkan telah
menimbulkan korban jiwa dan terseretnya Ria Irawan sebagai tersangka di
pengadilan. Jika dihubungkan dengan Konvensi Wina di atas, jelas bahwa
kedua diplomat tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum apapun oleh
aparat pencgak hukum Indonesia, karena Pemerintah Indonesia dan aparat
penegak hukumnya telah menunjung tinggi prinsip kekebalan diplomatik,
yang melekat pada kedua diplomat tersebut. Upaya maksimal yang dapat
dilakukan olel Pemerintah Indonesia adalah melalui Menteri Luar Negeri,
berdasarkan masukan dari pihak keamanan dan penegak hukum, untuk
niem-persona non grata-kan atau membuat pernyataan persona non grala
bagi kedua diplomat tersebut dan meminta kepada Pemerintah Amerika
Serikat agar mereka dipulangkan ke Amerika Serikat.

Ada beberapa kasus yang dapat dipakai sebagal perbandingan atas
tindakan yang dapat dilakukan oleh negara penerima, jika terjadi tindak
pelanggaran hukum oleh diplomat dari negara pengirim. Misalnya, pada
tahun 1854 seorang Duta Besar Spanyol dikenakan tindakan pengusiran
oleh Pemerintah Inggris, karena yang bersangkutan terlibat dalam tindak
pidana atau kriminal yakni melakukan percobaan pembunuhan bereneana
terhadap Ratu Elizabeth. Pada tahun 1952 seorang diplomat Uni Sovyet
bernama Pavl Stepanovieh Kusnetsov, yang tertugas di Inggris, juga diusir
oleh Pemerintah Inggris, karena terlibat kegiatan mata-mata (spionase).
Pada tahun 1982 seorang Sekretaris II Kedutaan Besar Uni Sovyet di Iggris
bernama Victor Lazim juga diusir oleh Pemerintah Inggris karena yang
bersangkutan telah melibatkan diri dalam perbuatan yang tidak sesuai
dengan statusnya, yakni melakukan kegiatan mata-mata dengan meneuri
dokumen-dokumen khusus melalui agen-agennya. |

Di Indonesia, juga penar terjadi tindakan pengusiran terhadap
seorang diplomat Uni Sovyet pada tahun 1982. S.P. Egorov (Assisten Atase
Militer Kedutaan Besar Uni Sovyet di Jakarta) diusir oleh Pemerintah
Indonesia, karena yang bersangkutan terlibat kegiatan mata-mata bersama-
sama dengan seorang warga negara Uni Sovyet lainnya bernama Alexander
Finenko yang bukan berstatus diplomat, melainkan sebagai Kepala Kantor
Dinas Penerbangan Sovyet Aeroflot di Jakarta. Pengusiran ini dilakukan
dengan eara membuat pernyataan persona non grata atas diplomat tersebut
melalui Menteri Luar Negeri, yang akhimya ia ditarik kembali oleh
negaranya.

Dari beberapa contoh di atas, tampak bahwa negara penerima dapat
melakukan tindakan hukum berupa pengusiran terhadap diplomat asing,
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negata penerima, namun tidak membebaskannya dani tanggung jawab
haknm (legal liability) atas perbuatan tereclanya,
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